





KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN……..
NOMOR  .........................

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH .......................

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang 	:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;  
BILA KEPGUB GUGUS TUGAS BUKAN MERUPAKAN DELEGASI AMANAT LANGSUNG DARI SUATU PASAL PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN BISA MENCANTUMKAN POINT huruf a, b, c. JIKA ADA CUKUP 1 (SATU) MENIMBANG SAJA.:

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);

10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);
BISA DITAMBAHKAN PERATURAN YANG MENDELEGASIKAN/MENGAMANATKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP PENETAPAN KEPUTUSAN  tersebut.., (TIDAK PERLU TERLALU BANYAK)………..

Memperhatikan	:	1.	Keputusan Gubernur Banten Nomor 900.05/Kep.384-Huk/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banten Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
		2.	Keputusan Gubernur Banten Nomor 900/Kep.399-Huk/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Malingping Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Yang Menerpakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;
[bookmark: _heading=h.5rxx9awbsm7u]		3.	Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/BPKAD.02/2024 tanggal  Desember 2024 perihal Permohonan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
Dalam Memperhatikan ... bisa ditambahkan SURAT ATAU DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PENETAPAN KEPGUB.......;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	
KESATU 	:	Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, yang terdiri atas :
a. Pejabat Pengguna Anggaran;
b. Kuasa Pengguna Anggaran;
c. Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar;
d. Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan;
e. Bendahara Penerimaan PPKD;
f. Bendahara Penerimaan;
g. Bendahara Penerimaan Pembantu;
h. Bendahara Pengeluaran;
i. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
j. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
k. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah;
l. Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah;
m. Penanggungjawab/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah;
n. Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan/atau Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
o. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah;
KEDUA 	:	Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
KETIGA 	:	Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf j sampai dengan huruf l tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT 	:	Penanggung jawab/Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Pejabat Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan/atau Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf m, huruf n dan huruf o tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA	:	Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
KEENAM	:	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.
KETUJUH	:	Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.1-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 431 tentang Perubahan Keduabelas atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.1-Huk/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEDELAPAN	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
		
Ditetapkan di Serang
pada tanggal   .....

GUBERNUR BANTEN,





                                                                                     ......

Tembusan : (bila perlu)
1. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk.

	  




